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BUPATI TEMANGGUNG 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 
NOMOR ~3TAHUN 20 13 

TENTANQ 
PENETAPAN KEADAAN DARURAT AKI.BAT BENCANA 

KHUSUSNYA BENCANA KEBAKARAN DI AREA RSUD DJOJONEGORO 
JALAN DR. SUTOMO KELURAHAN TEMANGGUNG I 

KECAMATAN TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG 

Menimbang 

Menginga t 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMANGGUNG, 

' a. bahwa berdasarkan kejadian bencana khususnya bencana 
kebakaran Kios pedagang di Area RSUD Djojonegoro Jalan DR . 
Sutomo Temanggung Kelurahan Teman ggung I Kecamatan 
Temanggung pada tanggal 19 Mei 20 13 pukul 21.30 Wib 
terdapat korban bencana yang membutu hkan ba ntuan; 

b . bahwa berdasarkan Berita Acara Klarifika si Lapangan pada 
tanggal 22 Mei 2013 dan Nota Dina s Kepala Pelaksana Badan 
Pen a nggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor: 360/327 /V /2013 perihal La poran Penanganan 
Darurat Bencana Kebaka ran Kios di Area Ruma h Sa kit Umum 
Daerah (RSUD) Djojonegoro Jalan DR. Sutomo Temanggung, 
terdapat 6 (enam) kios milik Pemerinta h Kabupaten 
Temanggung yang disewa pedagang habis terbakar; 

c. ba hwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman a dima ksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapka n Peraturan Bupati 
tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana 
Khususnya Bencana Kebakaran di Area RSUD Djojonegoro 
Jala n DR. Sutomo Temanggung Kelura h an Temanggung I 
Kecamata n Tema nggung Kabupaten Temanggung. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2 . Unda ng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenta n g Pem erinta han 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah tera khir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 



3 . Unda ng-Unda ng Nomor 24 Ta hun 2007 tentang 
Pen a n ggula ngan Benca n a (Lemba ra n Negara Republik 
Indonesia Ta hun 2007 Nomor, Ta mba h a n Lemba ra n Negara RI 
Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten ta n g Pen ataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik In donesia Ta hu n 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkun gan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 
2008 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indon esia Nomor 22 Tahun 
2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Ba n tuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

10 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No mor 23 Tahun 
2008 tentang Peran Serta Lembaga ln ternasional Dan 
Lembaga Asing Non Pemerintah Dala m Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 4830); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 
2009 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa 
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 26); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 
2008 ten tang Urusan Pemerintahan Yang Menj adi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 
Nomor 6); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 
2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 
Nomor 26); 



Menetapkan 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 
2012 ten tang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di 
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2012 Nomor 17); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 25); 

16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 66 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan · Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2012 Nomor 66); 

17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2012 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2013 (Berita Daerah 
Ka bu paten Temanggung Tahun 2012 Nomor 68); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEADMN 
DARURAT AKIBAT BENCANA KHUSUSNYA BENCANA 
KEBAKARAN DI AREA RSUD DJOJONEGORO JALAN DR. 
SUTOMO KELURAHAN TEMANGGUNG I KECAMATAN 
TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG 

Pasal 1 

Keadaan Darurat akibat bencana alam khususnya bencana kebakaran di Area 
RSUD Djojonegoro Jalan DR. Sutomo Temanggung Kelurahan Temanggung I 
Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung. 

Pasal2 

Keadaan Darurat akibat bencana a lam khususnya bencana kebakaran di Area 
RSUD Djojonegoro Jalan DR. Sutomo Temanggung Kelurahan Temanggung I 
Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 mengakibatkan 6 (enam) kios milik Pemerintah Kabupaten 
Temanggung yang disewa oleh para pedagang habis terbakar. 

Pasal 3 

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun Anggaran 2013. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah m1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Temanggung. 

Diundangkan di Temanggung 
pada tanggal so /'1e/ !2..0 l_3 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

s::::::::::: =t.-, 
BAMBANG AROCHMAN 

"'"' 

' 
Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 30 J'>') cj2013 

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 20 13 NOMOR ;(..3 


